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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian pajak secara umum
Pengertian pajak secara umum adalah pembayaran iuran yang bersifat wajib yang dipungut oleh pemerintah dari rakyat berdasarkan Undang-undang yang hasilnya dipergunakan untuk pembiayaan pemerintah dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara umum.
2.1.1 Definisi pajak
Banyaknya definisi yang berbeda dikemukakan oleh para ahli tidak menambah arti dari pajak itu sendiri karena setiap definisi memilki inti dan tujuan yang sama, adapun  pandangan  beberapa ahli dibidang perpajakan dalam mendefinisikan pajak, diantaranya ;

1. Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro :

pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa timbal ( kontraprestasi ) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
(Mardiasmo, 2002:2)

2. P.J.A Andriani merumuskan :
Pajak adalah  iuran kepada Negara ( yang dapat dipaksakan ) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
(Sony devano dan Siti kurnia rahayu, 2006:22)
3. Soeparman soehamidjoja dalam buku  pengantar ilmu hukum pajak, menyatakan :

pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan  jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
(Waluyo dan Wirawan, 2003:5)

Dari beberapa definisi pajak diatas terlihat beberapa unsur pajak, yakni :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak adalah Negara, iuran tersebut berupa uang ( bukan barang ).
2. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan  pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik atau iuran kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjukan dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
2.1.2 Dasar hukum pajak
Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah ( fiscus ) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak, yakni :

1. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (Objek Pajak), siapa yang dikenakan pajak (Subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (Tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.
2. Hukum pajak formil, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil), hukum ini memuat antara lain :

a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.

b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.

c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak Wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.
2.1.3 Pengelompokan pajak

1. Menurut golongannya :
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Pajak tidak langsung, yaitu yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut sifatnya

a. Pajak subyektif, yaitu yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

b. Pajak objektif, yaitu pajak berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
2.1.4 Fungsi pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu :
1. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaranya.

2. Fungsi mengatur 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah.

Contoh :

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap baran-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

c. Tarif  pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor Indonesia di pasar dunia.
2.1.5 Withholding Tax Sistem

2.1.5.1 Pengertian Withholding Tax Sistem

Sistem ini merupakan sistem perpajakan dimana pihak ketiga baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerimaan penghasilan. Pihak ketiga tersebut memiliki peran aktif dalam sistem ini, dan fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan, maupun tindakan penyitaan apabila ada indikasi pelanggran perpajakan, seperti halnya pada self assessment system. adapun  pandangan  beberapa ahli dibidang perpajakan dalam mendefinisikan withholding tax system, diantaranya :
Menurut Siti resmi mendefinisikan :

withholding tax system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
(Siti resmi, 2008:12)


Sistem pajak ini menekankan kepada pemberian kepercayaan pada pihak ketiga diluar fiskus dan penerima penghasilan untuk memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang diberikan oleh pihak ketiga dengan suatu persentase tertentu dari jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukannya dengan penerima penghasilan. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga tersebut dibayarkan kepada Negara melalui penyetoran pajak pada aktivitas yang dilakukan di self assessment system  dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan Undang-undang. Nantinya jumlah yang disetorkan ke kas nrgara itu akan dapat diperhitungkan kembali oleh Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong atau dipungut dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan yang diberikan oleh pihak ketiga saat transaksi penerimaan penghasilan.

2.1.5.2 Manfaat withholding tax System

Withholding tax system selain memperlancar masuknya dana ke kas Negara tanpa intervensi fiskus yang berarti menghemat biaya administrasi pemungutan ( administrasi trative cost ), seperti pada self assessment system, juga wajib pajak yang dipotong atau dipungut pajaknya secara tidak terasa telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi, di sisi lain biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak maupun pemungut  atau pemotong meningkat, karena kewajiban tersebut tentunya akan menyebabkan pengaruh pembengkakan biaya pemenuhan kewajiban perpajakan.

Manfaat withholding tax system, antara lain :

1. Dapat menigkatkan kepatuhan secara sukarela karena pembayar pajak secara tidak langsung telah membayar pajaknya.

2.  Pengumpulan pajak secara otomatis bagi pemerintah tanpa mengeluarkan biaya.

3. Menigkatkan penerimaan pajak ( optimalisasi perluasan objek pajak ).

4. Merupakan penerapan prinsip convenience of tax system.
2.1.6 Pajak penghasilan
2.1.6.1 Pengertian pajak penghasilan

Pajak penghasilan berdasarkan Undang-undang pajak penghasilan Nomor 17 tahun 2000 pasal 1 adalah pungutan resmi yang ditujukan pada masyarakat  yang berpenghasilan atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak untuk keperluan  Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.
2.1.6.2 Subjek pajak penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1. a. orang pribadi.

b. warisan yang belum hak.

2. badan, terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.

3. Bentuk Usaha Tetap ( BUT ).
2.1.6.3 Objek pajak penghasilan

Yang menjadi objek adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tamabahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah :

1. Penggantian atau  imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam Undang-undang ini.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.

3. Laba usaha.

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta 
5. Penerimaan kembali pembayaran  pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.

7. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

8. Royalti.

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

11. Keuntungsn karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

16. Tamabahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
2.1.6.4 Tarif pajak penghasilan 

Besarnya tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang dijelaskan dalam UU.No.36 tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 adalah :

Tabel 2.1

Tarif Pajak Penghasilan
	Lapisan Penghasilan kena pajak
	Tarif Pajak

	Sampai dengan Rp.50.000.000,-
	5%

	Diatas Rp.50.000.000 s.d Rp.250.000.000,-
	15%

	Diatas Rp.250.000.000,- s.d Rp.500.000.000,-
	25%

	Diatas Rp.500.000.000,-
	30%


2.1.7 Pajak penghasilan pasal 21
2.1.7.1 Pengertian pajak penghasilan pasal 21

Menurut ketentuan pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan adalah pajak ang harus dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan , jasa dan kegiatan.

2.1.7.2 Dasar hukum pajak penghasilan Pasal 21

Yang menjadi dasar hukum pajak penghasilan adalah UU No.7 tahun 1983, UU No.7 tahun 1991, UU No.10 tahun 1994, UU No.17 tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.36 tahun  2008. Peraturan pemerintah atas Undang-undang penghasilan pekerja. Dari pekerjaan diperkuat dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 468/KMK.03/2003.
2.1.7.3 Wajib pajak penghasilan Pasal  21

penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah :
1. Pejabat  Negara, 

2. Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), adalah PNS-pusat, PNS-daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No.8 tahun 1974.

3. Pegawai, adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN atau BUMD.
4. Pegawai tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah terntentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

5. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri, adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorium dan atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

6. Pegawai Lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

7. Penerima Pensiun, adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
8. Penerima Honorarium, adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.

9. Penerima Upah, adalah orang pribadi yang menerima upah harian , upah mingguan, upah borongan, upah satuan.
2.1.7.4 Tidak termasuk wajib pajak

Yang tidak termasuk wajib pajak atau yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah :

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan  konsulat atau pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat :

a. Bukan warga Negara Indonesia.
b. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan diluar jabatannya di Indonesia.
c. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

2. Pejabat perwakilan organisasi international sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor314/KMK.04/1998 sepanjang :

a. Bukan warga Negara Indonesia, dan

b. Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
2.1.7.5 Objek  Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek pajak PPh 21 atau penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorium ( termasuk honorium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas ), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.

3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.

4. Upah tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua ( THT ), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.

5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dalam negeri, 
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat Negara dan PNS.
7. Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

8. Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.
2.1.7.6 Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21

Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21 atau tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah :

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
2. Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan serta iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua ( THT ) kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.

4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.

5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

6. Pembayaran THT-Taspen dan THT-Asabri dari PT Taspen dan PT Asabri kepada para pensiunan yang berhak menerimanya.
7. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
2.1.8 Perhitungan PPh pasal 21


Untuk menghitung PPh pasal 21atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, THT / JHT yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan.


Untuk pegawai harian atau tidak tetap, penghasilan yang mencapai PKP nya diatas Rp.150.000/hari atau Rp.1.320.000 / bulan ) dikalikan pasal PPh 21.
Contoh perhitungan PPh 21 pegawai tetap dan pegawai tidak tetap :
a. Pegawai tetap
Penghasilan bruto


Gaji sebulan




xxx


Tunjangan PPh



xxx


Tunjangan dan honorium


xxx


Premi asuransi




xxx


Penerimaan dalam bentuk natura

xxx +

Jumlah penghasilan bruto



xxx




Pengurangan





Biaya jabatan




xxx




( 5% x PB ; max Rp.500.000 / bln )





Iuran pensiun / THT / JHT


xxx





Jumlah pengurangan




( xxx )


Penghitungan PPh Pasal 21










penghasilan netto sebulan
xxx





Penghasilan netto setahun ( dikali 12 )

xxx





Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

( xxx )




Penghasilan kena pajak setahun


 xxx





PPh 21 yang terutang




 xxx





PPh yang dipotong perbulan ( dibagi 12 )

 xxx

b.  Pegawai tidak tetap
Upah sehari






xxx

Upah sehari diatas Rp. 150.000 =



xxx
Rp. ( xxx dikurangi 150.000)
PPh pasal 21 : 5% dikali Rp.xxx



xxx









( harian )
2.1.9 Penyetoran PPh Pasal 21


Setelah melakukan perhitungan maka Pajak penghasilan yang telah dihitung harus dilaporkan melalui prosedur :

1. Penyetoran potongan PPh Pasal 21 harus disetorkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya dan melaporkan penyetoran tersebut selambat-lambatnya tanggal 20 takwim berikutnya.

2.  Jika terjadi keterlambatan pembayaran maka atas PPh yang terutang tersebut dikenakan denda sebesar 2% per-bulan

3.  Jika terjadi keterlambatan pelaporan SPT maka akan dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- per-bulan.

4.  Sekalipun pajak terutang adalah nihil ( tidak ada pajak yang terhutang ) pemotongan pajak tetap wajib melaporkan dengan menggunakan SPT masa ke kantor pelayanan pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya. Jika tidak ada pajak terutang maka SSP ( Surat Setoran Pajak ) dan SPT yang dilaporkan harus ditulis “NIHIL”
5.  Penyetoran pajak yang dilakukan dengan menggunakan SSP ke bank persepsi. Bank persepsi adalah bank BUMN / BUMD / bank lain yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran. Penyetoran juga dapat dilakukan dikantor Pos.

6. Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
2.1.10 Pelaporan PPh Pasal 21

setiap akhir tahun takwim setiap pemotongan PPh Pasal 21 harus mengisi menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21. SPT tahunan PPh Pasal 21 ini harus ditandatangani oleh direksi atau pemilik perusahaan. Dan jika pemilik perusahaan menyerahkan urusan ini kepada konsultan pajak ataupun orang lain untuk menandatangani maka haru disertai dengan surat kuasa yang dibubuhi materai.


SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 maret tahun takwim berikutnya. Batas waktu penyampaian selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun buku berakhir bagi pemotong pajak yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim.


Jika dalam satu tahun takwim jumlah PPh Pasal 21 yang terutang lebih besar dari pada PPh Pasal 21 yang telah disetorkan, maka kekurangan tersebut harus disetorkan selambat-lambatnya tanggal 25 tahun takwim berikutnya.


Apabila jumlah PPh Pasal 21 yang telah disetor melalui SPT masa lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang maka atas kelebihan tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan berikutnya.
2.2 Kerangka Pemikiran

Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia yang termasuk dalam angkatan kerja, yang termasuk dalam golongan wajib pajak. yang merupakan subjek pajak yang potensial dalam penggalian penerimaan pajak. Karena wajib pajak tersebut menghasilkan penghasilan berupa gaji yang bersumber dari pemberi kerja. Gaji tersebut merupakan salah satu objek pajak yang mesti di potong dari penghasilannya. Karena pajak merupakan iuran wajib, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya, karena pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesia yang berpengaruh kepada pembangunan Nasional.

Pengertian Pajak menurut Rochmat Soemitro adalah :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara ( peralihan kekayaan dari sektor partikulur ke sektor pemerintah ) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan ) dengan tiada mendapat jasa timbal ( tegen prestasi ), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum

(Mardiasmo 2002;1)
Dari definisi diatas penulis berkesimpulan, bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka wajib pajak dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang-undang. Dapat dikatakan ini dipaksakan oleh pemerintah.
Demikian juga dengan Universitas Komputer Indonesia, banyaknya pegawai atau dosen yang berpenghasilan dari gaji yang merupakan objek pajak. Objek pajak tersebut merupakan ketentuan Pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, maka penghasilan tersebut merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 ( PPh Pasal 21 ).

Untuk menghitung pajak penghasilan tersebut, diperlukan adannya suatu sistem untuk menghitung pajak penghasilan tersebut yaitu Withholding Tax System, dikarenakan banyaknya wajib pajak yang merupakan Subjek pajak. 

Pengertian Withholding Tax System menurut waluyo :

 “withholding tax system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.”

( Waluyo, 2002;10 )
Dari definisi diatas, Withholding Tax System  merupakan pemberian kewenangan oleh undang-undang pada pihak ketiga dalam pengumpulan pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak atas penghasilan tertentu yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut kepada penerima penghasilan (wajib pajak) dapat dikatakan sebagai upaya pemerintah untuk lebih memperdayakan masyarakat. Dalam hal ini Tax Center Universitas Komputer Indonesia berperan sebagai pihak ketiga dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21)  wajib pajak di Universitas Komputer Indonesia tersebut.
Dari semua penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Withholding Tax System sangatlah penting, Dikarenakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela karena pembayaran pajak secara tidak langsung dan meningkatkan penerimaan pajak (optimalisasi pelunasan objek pajak). 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ”Tinjauan atas Pelaksanaan Withholding Tax System Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Tax Center Universitas Komputer Indonesia”.
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
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